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Lembaran Negari Republilc Indonesia Nomaor
‘Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : £y 00 niiobes s 0uni

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADL SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/010/PS/BPMITSE/ 2020

TENTANG

N OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DIN)
[PPAUD) PELANGI KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Surat Permobonan Szudara Arta Simanjuntak tanggal 2 Juni 2020 perihal Penerbitan lzin
Operasional; :
Rekomendasi Teknis Dinss  Pendidikan Kabupaten. Tobz Samosir Nomor
BOO/B91/PAUDEDIKMAS /2020 tanggal 2 Juni 2020,
bahwa pengeloloan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintal, Daerah dun masyarakat dapat
berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memiasiiitasi piliak
swasta dalam penyelenggaraan pendidiban d1 dagrah masing- masing:
bahwii setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki (zin Operasional
sebagalmana yvang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Persyaratan administrast dan
teknis telah dipenuti oleh pemotion;
bahwa untuk melaksanakar sebagaimana dimalksud pada huruf 2 dan b, p
dengan Keputusan Kepala Dinzs Pénanaman Modal dan Pelayanan Per
Satu Pintu Kabupaten Toba Samosie
Undang-Undang Nomior 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat
M Toba Samosir dan Kabupaten Dagrab Tingkat [l Mandailing Natal [Lembaran Nogara
Republile. Indanesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3794);
Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendid
Negara  Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor 78 Tam
Republik Indonesia Nomor 430 1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lombaran N efira
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan . Lembaran Negara Repuiblik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Und_ar}g—undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubdhan Kedua atas Undang-Undanp
Nomgr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Repubililc
Indoneésia Nomor 5679); \
Peraturan Pemerinmh Nomor 19 Tahun 2005 entang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Namor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T

eriu ditetaplan
nan Terpady

lkkan Nasfona! {Lembaray
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Pengelolaan dan Penvelenggaraan
dhun 2010 Nomor 23, Tambahan
5105) dan teiah diubah dengan Poraturan

17 Tahun 2010 tentang Pengelolain dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157); .. ; =

Peraturan Pemermtuh Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secarn Elaktronik (Lembaran Negira Republik Indonesia Tahun 2014
90, Tambahan Lembaran Nosara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peramran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
HDMI;{!nmugl?Mﬂ.ighn Satuan Pendidikan Anak Usia Dini [Berita: Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomoy 1275),
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